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ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
PADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Oleh:

MUHAMMAD DANDI ALFIAN

Penyandang disabilitas adalah yang memiliki keterbatasan fisik,
mental, intelektual, sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi
dengan lingkungan di masyarakat. Usaha pemerintah belum selesai secara
khusus diberikan kepada penyandang disabilitas yang berurusan dengan
hukum, sehingga haruslah ada peraturan baru bagi penyandang disabilitas
sebagai korban tindak pidana yang diperlukan untuk menjamin perlindungan
hukum terhadap korban anak penyandang disabilitas

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai
Perlindungan Hukum Terhadap anak korban penyandang disabilitas dan
faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadapkorban pada anak
penyandang disabilitas Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian Normatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data
diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yaitu melakukan pengkajian
terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-
undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian,
makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah),

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa
Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pada anak penyandang
disabilitas yang mengalami kejahatan kekerasan adalah pemberian restitusi
dan kompensasi, konseling, pelayanan medis dan bantuan hukum dan faktor
penghambat perlindungan hukum karena undang-undang yang ada hanya
menanggapi masalah ini hanya sepotong-sepotong dan undang-undang yang
ada tidak memadai

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Anak, Disabilitas
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan

panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di

Indonesia. Berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 yang menjunjung

tinggi hak dan kewajiban bagi warga negaranya untuk ,menegakkan dan

menjamin kepastian hukum. Hukum adalah suatu rangkaian teguran atau

peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup

manusia dalam hidup bermasyarakat1.

Salah satu bidang hukum yang di Indonesia adalah bidang hukum

pidana, dikarenakan hukum pidana yang masih diakui sebagai suatu sarana

yang mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya pelanggaran maupun

kejahatan. Hukum pidana juga merupakan suatu sarana untuk memberikan

perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara dari segala bentuk

perlakuan buruk, diskriminasi dan tindak kekerasan.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi
dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapaun
perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu
masyarakat masyarakat, dengan demikian maka perlindungan hukum harus
diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat2.

1Bambang Purnomo . 1978. Asas-AsasHukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia,
hlm 13

2Arif Gosita. 1985. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo,
hlm 18
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Penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan,

terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan,

hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang

disabilitas. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa Penyandang

Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik,

intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan

efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sementara

ini di Angka 5 dikatakan bahwa Perlindungan adalah upaya yang dilakukan

secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan meperkuat hak penyandang

disabilitas.

Para penyandang disabilitas memiliki kelemahan secara fisik, mental

atau keduanya yang memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan orang-

orang normal, sehingga haruslah mendapatkan perlindungan hukum yang

lebih spesifik. Dalam prakteknya, perlindungan disabilitas masih belum

terselesaikan dan belum dilakukan dengan baik. Hal ini disebabkan

minimnya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur

disabilitas yang berhadapan dengan hukum, terutama menjadi korban

kejahatan. Disamping itu, penyandang disabilitas yang menjadi korban

tindak kejahatan tidak dapat 2 dijadikan basis pemberat pelaku di kepolisian

dan kejaksaan.
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Usaha pemerintah belum secara khusus diberikan kepada penyandang

disabilitas yang berurusan dengan hukum. sehingga haruslah ada peraturan

bagi penyandang disabilitaas sebagai korban tindak pidana yang diperlukan

untuk menjamin perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.3

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang

Pengesahan HakHak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu

orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik

dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan

sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk

berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Beberapa kasus kekerasan pada disabilitas justru diabaikan oleh

keluarga, publik, serta penegak hukum. Padahal, di sejumlah kasus itu,

pelaku datang dari lingkungan sekitar korban, mulai kenalan, teman,

tetangga, saudara, ayah hingga kakek. Pekerjaan pelaku pun beragam. Ada

kuli, wiraswasta, guru, pegawai, PNS, militer, bahkan pengangguran dan

lainnya. Melihat dari berbagai permasalahan bahwa anak, khususnya bagi

mereka yang disabilitas sebagai kaum yang pada umumnya dikatakan lemah

adalah masalah yang cukup penting, terutama mengenai hak-haknya. Kita

semua tahu, bahwa kepada yang lemah sudah menjadi kewajiban bagi yang

kuat melindungi, dengan kata lain tidak dibenarkan untuk mmenyia-nyiakan

kehidupannya atau menggap rendah kedudukannya, walaupun pada

3“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban
TindakPidana”,melaluihttp://ejournal.uajy.ac.id/4949/1/JURNAL%20Puguh%20Ari%20Wij
ayanto.pd, diaskes tanggal 10 Oktober 2020
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kenyataan fungsi fisik yang tidak normal membuat penyandang Disabilitas

jarang diposisikan sebagai manusia utuh.

Pengertian kejahatan menurut sudut pandang hukum adalah setiap

tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana.suatu perbuatan

dianggap bukan kejahatan apapbila perbuatan tidak dilarang di dalam aturan

hukum pidana.

Definisi kejahatan menurut kartono bahwa: “secara yurudus formal,

kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral

kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat sosial sifatnya dan

melanggar hukum serta Undang-Undang pidana4.

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa: “penyebab kejahatan dapat dilihat

dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur

kerohanian”. bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut

kejiwaan/kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaanya, ada juga sejak

lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah5.

Kekerasan disini bukanlah terhadap manusia normal biasa melainkan

terhadap penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas itu dilindungi oleh

Hukum. Banyak kerugian yang di timbulkan akibat kejahatan kekerasan

terhadap penyandang Disabilitas baik kerugian materil maupun imateril.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik unutuk membahas secara singkat

dan sederhana dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

4Roslan saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Tanggung Jawab Pidana. Jakarta:
Askara Baru, hlm 13

5Adami Chazawi. 2002. Pelajaraan Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, hlm 71
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KORBAN KEKERASAN PADA ANAK PENYANDANG

DISABILITAS”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apa saja hak hak yang diberikan pada anak penyandang disabilitas ?

2.Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pada anak penyandang

disabilitas yang mengalami kejahatan kekerasan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran

terhadap perlindungan hukum terhadap korban pada anak penyandang

disabilitas, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang ada

kaitannya.

Tujuan penelitian adalah untuk mencari kejelasan mengenai

perlindungan hukum terhadap korban pada anak penyandang disabilitas dan

faktor apakah yang menghambat perlindungan hukum terhadap korban pada

anak penyandang disabilitas, guna melengkapi pengetahuan teoritis yang

diperoleh selama study di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan

informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pajak, sekaligus

merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.
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D. Kerangka Konseptual

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu

dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah –

istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Perlindungan hukum adalah tidakan atau upaya untuk melindungi

masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang oleh penguasa yang tidak

sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati

martbatnya sebagai manusia6.

2. Sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati

martbatnya sebagai manusia.7

3. Korban adalah dalam prespektif hukum pidana korban dimaknai dengan

“victim, adalah orang – orang yang baik secara individual maupun kolektif

telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik maupun mental.

4. Kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau

sekelompok orang untuk melukai, merusak atau menghacurkan orang lain

5. atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari

6Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. 2015. buku pedoman
penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhmmadiyah Palembang. Palembang, hlm
5

7Setiono. 2004. rule of law ( supremasi hukum ) , tesis megister ilmu hukum
program pascasarjana universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm 3
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orang lain.8

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan

fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang

dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat

menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan

efektif berdasarkan kesamaan hak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini

tergolong penelitian hukum normatif, ang bersifat deskriftif dengan

menggambarkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada

anak penyandang disabilitas dan yang menjadi faktor penghambat

perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada anak penyandang

disabilitas, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis Data

Sehubungan dengan itu maka jenis data yang dipergunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder .

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

8”Pengertian Kekerasan Menurut Ahli”. melalui https://sosiologi79.blogspot.
com/2017/04/pengertian-kekerasan-menurut-ahli.html, diakses tanggal 10 Oktober 2020

https://sosiologi79.blogspot.com/
https://sosiologi79.blogspot.com/
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Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data

sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang- undangan),

bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya

ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier

(kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda,

Kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan

permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan data

Pengolahan data dapat dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis

data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara

kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab yaitu :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang

lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka

Pada bab ini di sajikan tentang tinjauan umum tentang pengertian

penyandang disabilitas dan jenis-jenis disabilitas, Tinjauan umum

tentang hak penyandang disabilitas, Tinjauan tentang pengertian

perlindungan hukum dan bentu-bentuk perlindungan hukum,
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Tinjauan tentang pengertian tindak pidana dan unsur tindak

pidana, dan Tinjauan tentang pengertian kekerasan

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai Pelindungan hukum terhadap

korban pada anak penyandang disabilitas yang mengalami

kejahatan kekerasan dan apa saja faktor yang menghambat

perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada anak

penyandang disabilitas

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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